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Abstract 
This research focuses on the concept of voluntary vacating in property dispute resolution, emphasizing 
its importance in achieving fair and effective outcomes. It delves into the legal framework surrounding 
voluntary vacating and its implications for justice, legal certainty, and human rights protection. Through 
a normative legal research approach, supported by literature review and descriptive analysis, the study 
explores the process and significance of voluntary vacating in resolving property disputes. The findings 
underscore the need for careful consideration of human rights principles and procedural fairness 
throughout the voluntary vacating process to ensure equitable outcomes for all parties involved. (Justify,  
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Abstrak 
Penelitian ini berfokus pada konsep pengosongan sukarela dalam penyelesaian sengketa properti, 
dengan menekankan pentingnya dalam mencapai hasil yang adil dan efektif. Ini menyelidiki kerangka 
hukum seputar pengosongan sukarela dan implikasinya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan 
perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, didukung oleh 
tinjauan pustaka dan analisis deskriptif, studi ini menjelajahi proses dan signifikansi pengosongan 
sukarela dalam menyelesaikan sengketa properti. Temuan menekankan perlunya pertimbangan yang 
cermat terhadap prinsip hak asasi manusia dan keadilan prosedural sepanjang proses pengosongan 
sukarela untuk memastikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.  
 
Kata Kunci: Pengosongan sukarela, penyelesaian sengketa properti, kerangka hukum, hak asasi 

manusia, keadilan prosedura 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Dalam konteks penelitian mengenai konsep 
pengosongan sukarela dalam penyelesaian 
sengketa properti, penting untuk memahami 
bahwa sengketa properti seringkali melibatkan 
aspek-aspek yang kompleks dan sensitif. Dalam 
latar belakang penelitian ini, kita akan 

menyoroti beberapa poin kunci yang relevan 
dengan studi yuridis yang akan dilakukan. 
 
Penyelesaian sengketa properti membutuhkan 
pendekatan yang cermat dan terperinci 
mengingat hak milik atas tanah dan bangunan 
merupakan hal yang sangat berharga dan 
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sering kali melibatkan kepentingan finansial 
yang besar. Salah satu metode penyelesaian 
yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah 
pengosongan sukarela atas gugatan 
pengosongan tanah dan rumah. Pengosongan 
sukarela menjadi pilihan yang diharapkan dapat 
menyelesaikan sengketa properti tanpa perlu 
melalui proses litigasi yang panjang dan mahal 
di pengadilan. 
 
Dalam masyarakat, terdapat perbedaan 
pandangan mengenai peran pengadilan dalam 
proses pengosongan sukarela. Sebagian 
menganggap bahwa pengadilan hanya sebatas 
mediator yang membantu mencapai 
kesepakatan sukarela antara para pihak yang 
bersengketa, sedangkan pandangan lain 
menekankan bahwa pengadilan memiliki 
kewajiban untuk memastikan bahwa 
pengosongan yang dilakukan benar-benar 
sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau 
intimidasi. Pemahaman yang benar mengenai 
konsep pengosongan sukarela ini sangat 
penting, karena dapat mempengaruhi proses 
penyelesaian sengketa properti dengan cara 
yang adil dan efektif. 
 
Selain itu, dalam konteks kepastian hukum, 
penting bagi pengadilan untuk memastikan 
bahwa putusan yang dijatuhkan dapat diterima 
oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan baik 
oleh para pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan 
untuk menjaga kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga peradilan serta memastikan 
perlindungan hukum yang adil bagi semua 
pihak yang terlibat dalam sengketa properti. 
 
Melalui studi yuridis ini, diharapkan dapat 
diperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai konsep pengosongan sukarela dalam 
penyelesaian sengketa properti serta 
relevansinya dalam konteks keadilan, kepastian 
hukum, dan perlindungan hukum bagi para 
pihak yang terlibat. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang berarti dalam pengembangan 
pemikiran dan kebijakan di bidang hukum 
properti. 

 

2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif (Diantha, 2016, 
Tassya et al, 2023, Saiya et al, 2021). 
Pendekatan yang diterapkan dalam 
menjelaskan masalah ini melibatkan konsep 

(Putra, 2015) yang terkait dengan topik yang 
sedang dibahas (Hayati et al, 2021, Nurisman, 
2022). Selanjutnya, metode pengumpulan 
bahan hukum dalam penelitian ini 
menggunakan studi kepustakaan (Burlian, 
2019, Aldyana et al, 2019). Sedangkan teknik 
analisis bahan hukum menggunakan 
pendekatan deskriptif (Yadnya et al, 2020). 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Konsep Pengosongan Sukarela atas 

Gugatan Pengosongan Tanah dan 
Rumah 

Konsep pengosongan sukarela atas gugatan 
pengosongan tanah dan rumah merupakan 
suatu pendekatan dalam penyelesaian 
sengketa properti yang melibatkan pemilik 
rumah atau pihak yang terdampak untuk secara 
sukarela meninggalkan atau mengosongkan 
properti tersebut. Pendekatan ini bertujuan 
untuk menghindari proses litigasi yang panjang 
dan mahal di pengadilan, serta mencapai 
penyelesaian yang lebih cepat dan efektif. 
 
Pelaksanaan konsep pengosongan sukarela ini 
melibatkan beberapa langkah penting. 
Pertama-tama, persiapan awal dan konsultasi 
dengan penasihat hukum diperlukan untuk 
memahami hak-hak dan kewajiban terkait. 
Selanjutnya, pemberitahuan dan negosiasi 
dilakukan untuk mencapai kesepakatan 
mengenai pengosongan sukarela antara para 
pihak yang terlibat. Persiapan dokumen hukum, 
seperti perjanjian pengosongan dan 
kompensasi, juga menjadi bagian penting 
sebelum pelaksanaan. 
 
Pengosongan sukarela dilakukan sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dicapai, dengan tetap 
mematuhi peraturan dan melindungi 
keamanan properti. Setelah pengosongan 
dilakukan, proses penyelesaian dan pelaporan 
dilakukan, termasuk pembayaran kompensasi 
kepada pihak yang terdampak dan pembaruan 
dokumen hukum yang diperlukan. 
 
Dalam pelaksanaannya, konsep pengosongan 
sukarela harus memperhatikan dan 
menghormati hak asasi manusia semua pihak 
yang terlibat, termasuk hak kepemilikan, hak 
untuk hidup yang layak, hak partisipasi, dan 
perlindungan terhadap diskriminasi dan 
kekerasan. Penting juga untuk mencegah 
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penyanderaan dan pengusiran paksa yang tidak 
manusawi dalam proses ini. 
 
Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum 
atau petugas penegakan hukum juga bisa 
menjadi bagian dari proses pelaksanaan 
pengosongan sukarela, terutama jika terjadi 
penolakan atau ketidakpatuhan terhadap 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Evaluasi terhadap seluruh proses 
pelaksanaan pengosongan sukarela juga sangat 
penting untuk mengidentifikasi perbaikan yang 
dapat dilakukan guna memastikan 
perlindungan hak-hak asasi manusia semua 
pihak yang terlibat di masa depan. 
 
3.2. Pelaksanaan Pengosongan Sukarela dalam 

Penyelesaian Sengketa Properti: Aspek 
Hak Asasi Manusia dan Proses Hukum 

Pelaksanaan pengosongan sukarela atas 
gugatan pengosongan tanah dan rumah 
melibatkan serangkaian langkah yang harus 
diikuti dengan cermat. Persiapan dan konsultasi 
awal dengan penasihat hukum diperlukan 
untuk memahami hak-hak dan kewajiban 
terkait. Pemberitahuan dan negosiasi dilakukan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai 
pengosongan sukarela. Persiapan dokumen 
hukum, seperti perjanjian pengosongan dan 
kompensasi, diperlukan sebelum pelaksanaan. 
Pengosongan sukarela dilakukan sesuai 
kesepakatan, dengan mematuhi peraturan dan 
melindungi keamanan properti. Setelahnya, 
penyelesaian dan pelaporan dilakukan, 
termasuk pembayaran kompensasi dan 
pembaruan dokumen hukum. Selama proses, 
penting untuk menjaga perlindungan hak asasi 
manusia semua pihak yang terlibat, seperti hak 
kepemilikan, hak untuk hidup yang layak, dan 
perlindungan dari diskriminasi. 
 
Pelaksanaan pengosongan sukarela juga harus 
memperhatikan hak partisipasi dan konsultasi 
semua pihak yang terlibat, perlindungan 
terhadap kekerasan dan intimidasi, serta hak 
untuk memperoleh kompensasi yang adil bagi 
mereka yang menderita kerugian. Penting juga 
untuk mencegah penyanderaan dan pengusiran 
paksa yang tidak manusawi dalam proses 
pengosongan sukarela. Dalam pelaksanaannya, 
penting bagi pemilik rumah yang sah untuk 
mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan 
memastikan pemenuhan hak asasi manusia 
semua pihak yang terlibat. 
 

Proses pelaksanaan pengosongan sukarela 
membutuhkan keterlibatan aparat penegak 
hukum atau petugas penegakan hukum, 
terutama jika terjadi penolakan atau 
ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Permohonan eksekusi dapat diajukan kepada 
pengadilan untuk mendapatkan bantuan dalam 
melaksanakan putusan secara paksa. Dalam 
rangka menjaga perlindungan hak asasi 
manusia, evaluasi terhadap seluruh proses 
pelaksanaan pengosongan sukarela sangat 
penting. 
 
Secara keseluruhan, pelaksanaan pengosongan 
sukarela harus memperhatikan dan 
menghormati hak asasi manusia semua pihak 
yang terlibat, termasuk hak kepemilikan, hak 
untuk hidup yang layak, hak partisipasi, dan 
perlindungan terhadap diskriminasi dan 
kekerasan. Dalam melaksanakan proses ini, 
penting untuk mengikuti prosedur hukum yang 
berlaku dan memastikan pemenuhan hak asasi 
manusia sebagai bagian integral dari proses 
pengosongan sukarela. 
 
3.3. Pengosongan Sukarela dan Perubahan 

Status Kepemilikan Properti 
Pengosongan sukarela adalah proses di mana 
pemilik tanah dan rumah dengan sukarela 
mengosongkan properti mereka setelah 
menghadapi gugatan pengosongan dari pihak 
lain. Setelah pihak yang mengajukan gugatan 
memperoleh keputusan pengadilan yang 
menguntungkan, pemilik properti yang saat ini 
menghuni harus menyetujui pengosongan. 
Prosedur pengosongan sukarela ini menjadi 
alternatif untuk menghindari proses 
pengosongan yang lebih rumit dan memakan 
waktu, seperti eksekusi paksa. 
 
Setelah dilakukan pengosongan sukarela, status 
kepemilikan tanah dan rumah dapat berubah 
sesuai dengan keputusan pengadilan. Pihak 
yang mengajukan gugatan dapat mengambil 
langkah hukum lainnya untuk mengamankan 
hak kepemilikan secara resmi. Pendaftaran 
perubahan status kepemilikan ini harus 
dilakukan kepada lembaga atau otoritas yang 
berwenang, seperti kantor pertanahan atau 
badan hukum terkait di wilayah yang 
bersangkutan. 
 
Selanjutnya, langkah-termasuk pembaruan 
informasi kepemilikan, pemindahan hak-hak 
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sewa dan kontrak yang ada, evaluasi kondisi 
properti, pengelolaan pajak properti, 
penyesuaian perencanaan keuangan, dan 
perlindungan hukum tambahan-diperlukan 
setelah perubahan status kepemilikan. Pemilik 
baru juga dapat memanfaatkan properti sesuai 
kebutuhan mereka, seperti melakukan 
pembaruan utilitas dan layanan, perbaikan atau 
renovasi, serta mempertimbangkan asuransi 
properti. 
 
Selama proses ini, prinsip-prinsip teori negara 
hukum, seperti aturan hukum yang jelas, adil, 
dan berlaku untuk semua individu, sangat 
penting. Pengosongan sukarela dan perubahan 
status kepemilikan properti harus dilakukan 
melalui proses hukum yang adil, terbuka, dan 
memperhatikan prinsip kebebasan, kesadaran 
hukum, prosedur yang jelas, serta kepastian 
hukum. 

 
4. KESIMPULAN 
Konsep Pengosongan Sukarelaini melibatkan 
serangkaian langkah yang harus diikuti dengan 
cermat dan memperhatikan hak asasi manusia 
semua pihak yang terlibat. Penelitian ini 
menekankan bahwa pengosongan sukarela 
dapat menjadi alternatif yang efektif untuk 
menghindari proses litigasi yang panjang dan 
mahal di pengadilan, asalkan dilaksanakan 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan 
hak-hak individu. 
 
Pelaksanaan pengosongan sukarela harus 
memperhatikan hak partisipasi, perlindungan 
terhadap kekerasan dan intimidasi, serta hak 
untuk memperoleh kompensasi yang adil bagi 
mereka yang menderita kerugian. Evaluasi 
terhadap seluruh proses juga penting untuk 
memastikan perlindungan hak-hak asasi 
manusia di masa depan. Dengan demikian, 
kesimpulan kedua menyoroti pentingnya 
memperlakukan semua pihak dengan adil dan 
menghormati hak-hak mereka selama proses 
penyelesaian sengketa properti. 
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